
• c 

BOPATIHALMAHERASELATAN 

PROPINSI MALOKO OTARA 

PERATORAN BOPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 24 TAHON 2023 

TENTANG 

SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FONGSI SERTA TATA KERJA 

SATOAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABOPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Memmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgamsasi Perangkat Daerah di hngkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Satuan 

Pohsi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan 

Mengmgat 1 

n - - - i...  T"'\  - - "'-  T T _ 1  ,  ("'\ - 1 - ..L - - "'- - - L - - -  l"'I � -  - · - -  
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Orgamsasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Satuan 

Pohsi Pamong Praja 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3895) , sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
T"'t T rJ"' _ 1 _  -  r'\ r\ r\ r'\  1\ T _  - - - �  "71"\ 'f'\_ - - 'L - 1 - -  -  T  _  - - 1 - -  _ _  1\ T - � -  -  

rv l ldllUll L.VVV nu111u1 I .::J ,  ldlllUc:Ulc:Ul LClllUc:Uc:Ul ncgc:Uc:t. 

R I  Nomor 3961 )  

2  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 

2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

4264), 
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3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lemnaran Negara R I  Tanun 20i4 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2015 Nomor 59), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  
fT\_ ,_ _ n n 1 r 1\ T -- 1 1 ..1 \ _ _  1_ _ _ __ -- _ _ _ ...__ - 1 - 1- -1 ,_ - ,_ 
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dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 

5 Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 

Satuan Pohsi Pamong Praja (Lembaran Negara R I  Tahun 

2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 
r n n r- \  

UL.VJ}, 

6 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 40 Tahun 2 0 1 1  

Tentang Pedoman Orgamsasi dan Tata KeIJa Satuan Pohsi 

Pamong Praja (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 

2 0 1 1  Nomor 590), 

7 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 Ten tang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

201G No11101- 8, Ta111baha11 Le111bai-an Daeiah Kabupatei1 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah drubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pebentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Pertimbangan 

Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 
d1l111gku11gai1 Pei11efl.11taha11 

Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN 

T""\ -.  -  - - 1 -  TT_1_ - - - L -  -  / T T - L -  
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Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN 
HALMAHERA SELATAN 
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B AB I  

.l\..l!i'l .1:!.,1'11 UA.1'1 UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati rm yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 
r 'r-v _ _  " - -  _ 1  ,  _ _  r,, _ 1  _ ,j  "r'\  ,  , _  -  -'  -  -  _, _ _  ,_ +- T"'\T'"lr--.T"'\ _ _  , _ , _ , _  
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Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah dan Badan 

Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
() r, _ .1_ _ ,\ _, _ 1 _ 1 .  r,  _  .1  _  •  T\  _  1  _  T"\  _  -- _ _  -- T'\ _ _ 
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9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Satuan Pohsi Pamong Praja 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Satuan 

Pohsi Pamong Praja 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara 

dalam rangka merrumpm Satuan Orgarusasi Perangkat Daerah 

12  Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
, _ _ _ , , _ _ ..1 _ _ _, _ _ _ _ - - - 1 - _ - - - _ .r _ _ _ _ - - 1 -- _ ,_ _ _ _, _ _ _ .1 _ - - _ _ _, . 
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keahlian dan/ atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta admimstrasi 

pemermtahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekrus yang selanjutnya dismgkat (UPT) adalah Unit 

Pelaksana Tekrus Satuan Pohsi Pamong Praja yang melaksanakan 

kegiatan tekms operasional tertentu yang secara langsung berhubungan 

dengan pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUS UN AN ORGANISASI, TUG AS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Satuan Pohsi Pamong Praja Halmahera Selatan merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah 

d1i)1ii1i)u1 oleh Kepa.la. Sa.tua.1-1 yang berkedudukan d. 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 

L... ...... - - .- ,_ 

Ud.Wd.H 
,] ,, - 

Ud.li 
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Bagian Kedua 
S usunan Orgamsast 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasi Satuan Pohsi Pamong Praja terdm atas 

a Satuan Pohsi Pamong Praja, 
b Sekretanat, terdm dan 

1 Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan 
2 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdm atas 
1 ("'I_ ,  __ T'\_ - -  _ ,  ..]  ,  __ - ..] _  -  T'\  ..] _ ,  __ - 

.1 .:::,c11o..;:,1 rc11yc11u1KcU1 ucU1 rc11y1u1KcU1, 

2 Seksi Pembmaan, Pengawasan dan Penyuluhan, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional, 

d Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdm atas 
1 Seksi Operasional dan Pengendahan, 
2 Seksi Pengamanan dan Ketertiban, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional, 

e Bidang Perlmdungan Masyarakat terdm atas 
1 Seksi Satuan Perlmdungan Masyarakat, 
2 Seks1 B111a Fote11s1 Masyarakat, dan 

3 Kelompok Jabatan Fungsional, dan 
f Unit Pelaksana Tekrus (UPT) 

(2) Bagan Susunan Orgarusasi Satuan Pohsi Pamong Praja sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum pada lampiran Peraturan Bupati 1n1 

Bagian Ketiga 

Togas dan Fungsi 

n � _ r 1 

rcUct�lcU .1 

KEPALA SATUAN 

Pasal 4 

Satuan Pohsi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) 

huruf a, dipimpm oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemenntahan dt bidang 

Penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum, ketenteraman, dan 
perhndungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan yang dibertkan kepada daerah 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala 
Satuan Pohsi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan program Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlmdungan 

masyarakat, 
2 Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban um um dan ketenteraman serta penyelenggaraan 
- -  -1 --1 - - -  -  - - - - -  -  _ ,  _ _  L  

!)Cl llllU Ull�cl.11 llld.l:>J cU d.l\.ctt, 
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3 Pelaksanaan koordmasi penegakan Perda dan Perkada serta 

penyeienggaraan ketertman umum, ketenteraman masyarakat dan 

perlmdungan masyarakat dengan mstansi terkart, 

4 Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas 

pelaksanaan Perda dan Perkada, 
5 Pelaksanaan tmdakan penertiban nonyustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 

atas Perda dan Perkada, 
6 Penyelenggaraan penmdakan terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan 

ketenteraman rnasyarakat, 

7 Pelaksanaan tmdakan penyehdikan terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas 

Perda dan Perkada, 

8 Penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk 

pejabat negara dan tamu negara, 
9 Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum 

teradrrumstrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan, 
1 F"\  T"\ _ 1 1 - - L - -  --1 - 1 - - -  - - - - - - - - - - -  _-1  _ _  - - - - - L l - - -  - - - - - - 1 - - - - -  - - -  
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perruhhan umum dan permhhan umum kepala daerah, 

1 1  Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 

daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal, 

12 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan 

Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta 
penyelenggaraan perhndungan masyarakat, 

13 Pembmaan admmistrasi dan aparatur pemenntah Satuan Pohsi Pamong 
Praja, 

1 l'1 T"\ _ 1 - 1 _ - - - - - - f." - - - - 1 - - - - - - -1 1- - - 1 _ - - - 1 - 1- T"l - - L - - _ _ - __:I - - L - - _ 
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dan fungsmya 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 

Pasal 6 

Sekretanat Satuan Pohsi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (1 )  huruf b, dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas 
membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan konsep dan 

pelaksanaan kebijakan, pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan 
mehputi keuangan, hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan 

ketatalaksanaan, pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, 

admrmstrasi di lmgkungan Satuan Pohsi Pamong Praja berdasarkan 
ketentuan dan peraturan yang berlaku 
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Pasal 7 

Lraram menyeienggarakan rugas sebagairnana dimaxsuo paoa Pasai 6, 

Sekretanat menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di hngkungan Satuan Pohsi Pamong Praja, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasr yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan admmistrasi di hngkungan Satuan 

Pohsi Pamong Praja, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana di 
1 _ _  ,  __ - - -  -  l"'I - .L  -  -  T"'\ _ 1  -- "- - - -  - -  T"'\.....  __ - 
1111gKu11gc:U1 uct.LUc:Ul r u11;:,1 r c:U11u11g r 1 ct.Jct., 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di lmgkungan Satuan Pohsi Pamong Praja, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 

(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 

barang/jasa di hngkungan Satuan Pohsi Pamong Praja, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 

Laporan Keuangan Satuan, 
o n , _ ,  ,  _1 1  1 _  - - - - ""' - L - - - n _ , _  n  T"'\.....  _  

o  rc11gc1u1c1.c:U1 Kcpcgct. Wc:Uct.11 u1 1111gl\.u11gc:U1 0c1.tuc:U1 r u11;:,1 r c1.111u11g r 1 ct.Jct., 

9 Pelaksanaan mcmtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup 

tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Kepala Satuan sesuai 

dengan tugas dan fungsmya 

Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 

( 1 )  huruf b angka 1 ,  dipirnpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas membantu 

Sekretans dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, 

perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, 

akuntansi, venfikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan 

Pasal 9 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi 
1 Pelaksanaan adrmmstrasi kepegawaian, 

2 Pelaksanaan tata usaha dan pembmaan tata usaha, 
3 Pelaksanaan urusan rumah tangga, 

4 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 
pemenksaaan keuangan, 

5 Pelaksa.i1aa.i1 pei be11daha.i aan, da.i1 

6 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan 

7 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Paragraf 3 

BIDANG PENEGAKA.N PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 

Pasal 10 

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf c, diprmpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas 

merumuskan, menyelenggarakan, membma dan mengevaluasi penyusunan 

dan pelaksanaan penegakan, pembmaan, pengawasan, penyuluhan, 

penyehdikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan 
- -  - - L  _ _  TT- - - 1 -  � -  -  - 1 -  

lJCl ct.LU! ct.11 I\..Cl,)ct.lcl l.Jct.Cl ct.11 

Pasal 1 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, 

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penegakan 

Perundang-undangan Daerah, 

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Penegakan Perundang-undangan Daerah, 
I"') n -1 _ _ - -  , _  - - - -  - - -  _  1  - L -  _  �  ..1 _  - -  n  ,  _  

..:,  rcuguu1u111c1.;:,1c1.11 pcuyc1cuggct.1ct.ct.11 Kcg1ct.Lct.11 01uct.11g rcucgct.Kct.11 

Perundang-undangan Daerah, 

4 Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pembmaan, penyuluhan 

dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta 

penyehdikan dan penyidikan atas pelanggaraan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, 

5 Pembmaan admimstrasi dan aparatur Pemenntah Daerah Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, 

6 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
-' - - r - - - - -  -  uct.11 1uug;:,111yc1. 

Pasal 12 

Seksi Penyehdikan dan Penyidikan sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 

ayat (1 )  huruf c angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tekms, 

fasihtasi dan pelaksanaan penyehdikan dan penyidikan dalam penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, 
Seksi Penyehdikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan untuk pelaksanaan 

penyehdikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah, 

2 Penghimpunan dan Pengolahan data serta penyajian mformasi mtensitas 
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

....,, n _ - _ - _ - _ _ - ...l _ --- _ _ -1 _ -- _ _  ....._  _  _  _  1  _  ....._  _  1  _  _  _  _ _  1  _  1  _  _  _  __ _ _ _ _ _ __ 1 _1 1 _ _ _ 

0 rcuyu;:,uuct.11 pcuu111ct.11 uct.11 pctUHJUK tcl\.lu;:, pc1ct.l\.;:,ct.11c1.c1.11 pcuyc11u1Kct.11 

dan penyidikan warga masyarakat/badan hukum yang diduga 
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melakukan tmdakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan 

Peraruran Kepala Daeran, 
4 Pelaksanaan tmdak lanjut pengaduan terhadap kegiatan 

masyarakat/badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran 

peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

5 Penyiapan bahan koordmasi dengan mstansi terkait dalam pelaksanaan 

penyehdikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat/badan hukum 

yang diduga melakukan tmdakan pelanggaran terhadap Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 
6 Penyiapan bahan fasihtasi pembmaan dan pemberdayaan Penyidik 

Fegawai Negeu S1fnl d1 h11gku.11gai1 Fe111ei-111tah Daei ah , 

7 Penyiapan bahan dan Pelaksanaan inventansasi permasalahan dalam 

kegiatan penyehdikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah, 

8 Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan penyehdikan dan 

penyidikan, 

9 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

r'I- - - 1 1 A 

r ct�cU .l '"t 

Seksi Pembmaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagarman dimaksud pasal 

3 ayat ( 1 )  huruf c angka 2, diprmpm oleh seorang Kepala Seksi yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk tekms dan melaksanakan 

pembmaan, pengawasan, sosiahsasi dan penyuluhan terhadap penerapan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

Pasal 15 
DRhim mPnvPlPnu1mrRkRn tlJUR� �PhRURlmRnR drmakwnrl nRrlR PR�Rl 1 4  �  -  -- --- --- --.., - - - --oo - - -- -- o- - - - - - o- ---- - - -  -  ---- - - .1. - - - - - - - - ) 

Seksi Pembmaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Pembmaan, Pengawasan 

dan Penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah, 

2 Penghimpunan dan pengolahan data serta menyajikan mformasi yang 

berkaitan dengan kebijakan pembmaan, pengawasan dan penyuluhan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

3 Penyusunan pedoman dan petunjuk tekms pembmaan, pengawasan dan 

Kepala Daerah, 

4 Pelaksanaan mventansasi dan identifikasi Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah dalam rangka pembmaan, pengawasan dan 
penyuluhan, 

5 Pelaksanaan koordmasi dengan mstansi terkart dalam pelaksanaan 

pembmaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, 

6 Penyusunan bahan sosiahsasr pembmaan dan penyuluhan Peraturan 
'1' - - - - 1- 1 - - T'\ - - ..__ - - TT - - - 1 - � - - - - 1- 1 _ _ _ _ -1 _ 1 _ -- 1- _ _ _ 11- _ -1 _ __ 1- 1 _ _ _ 

Lld.ClcUl Ud.11 rclct\.Uld.11 n.Cl)cUcl Lld.Cld.11 K.t"l)d.Ucl ltlllUctgct/ Ud.UcUl llUK.UlH 

atau masyarakat, 
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7 Pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap kepatuhan lembaga/badan 
nukum atau masyarakat oalam penerapan Peraruran Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah, 

8 Pelaksanaan mventansasr permasalahan pembmaan, pengawasan dan 
penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

9 Penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan pembmaan, pengawasan 
dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala 

Daerah, dan 
10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 4 
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

Pasal 16 
Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan tekrns Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 
berdasarkan pedoman dan peraturan per undang-undaogan yang berlaku 

Pasal 17 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ,  

Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum, 

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Ketentraman Dan Ketertiban Umum, 
r\ n _t - - - - -  - - - - - 1 - - - - -  - - -  1  - ...l.. - -  t, _t  T T - L - - - L - - - - - -  r'\  _ _  

o  rc11�uu1 Ulllcl.:::»ld.11 pc11yc1c11�cU cl.cl.11 l\.C�lcl.ld.11 DlUcUlg n.CLCllU d.llld.11 .LJd.11 

Ketertiban Umum, 

4 Pelaksanaan fasihtasi operasional dan pengendahan, pengamanan dan 
ketertiban dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

um um, 

5 Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan operasional dan 
pengendahan, pengamanan dan ketertiban umum, 

6 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Pemenntah Daerah Bidang 

Ketentraman Dan Ketertiban Umum, 
,..., T"'\ .- 1 - 1 _ - - - - - - .f" - - - 1 - - - - - - -1 1-. - - 1 - .- - - 1 - 1- - A.. - - - - - -. -- - - -1 .- - - .- -- L _ - - 

I rClcl.l\.:::»cUlcl.cUl 1u11�;:,1 ld.111 ycU1g UlUClll\.d.11 UlCll cl.ld.:::»cl.11 ;:,c;:,ucU UCll�cl.11 LU�ct.;:, 

dan fungsmya 

Pasal 18 

Seksi Operasional dan Pengendahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

ayat ( 1 )  huruf d angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun 

pedoman, petunjuk tekrus dan melaksanakan kegiatan operasional dan 
pengendahan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum 

yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 
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Pasal 19 
T"\  1  - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - -  .... - - -  --1..--- ----- ..l - - - 1 - -  •  ..l  - - ..l -  Tl - - - 1  1 0  
ua.ia.i11 111c11ycn:a1��a.1 CU\.clll l.U�a.;:, ;:,cua.�a.1111a.11a. u1111CU\.;:,uu pa.ua. r a.;:,a.i .i o , 

Seksi Operasional dan Pengendahan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kegiatan operasional dan pengendahan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat , 

2 Penghimpunan dan Pengolahan data peraturan perundang-undangan 

tentang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat , 

3 Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekms serta 

prosedur tetap (protap) operasional Satpol PP, 

4 Penyiapan bahan, penyusunan rencana operasi, menyiapkan persornl 

5 Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengamanan, pengawalan dan 

patroh penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat, 

6 Pelaksanaan deteksi dim dan anahsa adanya kasus dan gerakan 

gerakan yang berpotensi memmbulkan gangguan ketentraman dan 

ketertiban umum masyarakat , 

7 Pelaksanaan kerjasama operasional dengan mstansi terkart termasuk 

aparat keamanan Poln dan TNI dalam rangka penyelenggaraan 

ketenti aman dan kete1 L.bcU1 umum masyarakat, 

8 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 20 

Seksi Pengamanan Dan Ketertiban sebagaiman dimaksud pasal 3 ayat ( 1) 

huruf d angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun pedoman, 

petunjuk tekrus dan melaksanakan hubungan kerjasama tekrns dan 
- - - - - -  - - - 1  ....l - - - - -  - - .L -  - -  L - - 1 - - - L  ...l - 1 - - - -  - - - - - - 1 - -  -  T""\ - - - L -  - - -  � - - - - 1 -  ..,.1 _  -  

upt:;Icll:)lUllcll UCll�clll llll:)l.cllll:)l l.Cll\.clll Ucllcllll IJCllC�cll\.clll rClcllUlclll LJcl.Clclll Uclll 

Peraturan Bupati serta penegakan hukum lamnya guna terselenggaranya 

Pengamanan Dan Ketertiban 

Pasal 2 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, 

Seksi Pengamanan Dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana kegiatan Pengamanan Dan Ketertiban, 

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrus pengamanan dan 
, _ _  _L  _ _  _.l_  ,_ - - 

l\.ClCl UUclll, 

3 Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, 

4 Pelaksanaan pengawalan, pengamanan Bupati dan Wakil Bupati serta 

pejabat daerah lamnya yang dianggap perlu bark secara terbuka 
maupun tertutup, 

5 Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat 
negara dan tamu negara, 

6 Pelaksanaan koordmasi tekrns dengan petugas keamanan dan seluruh 
perangkat daerah di lmgkungan pemenntah kabupaten, 

r97 T"'\ - 1 -  l  __ - -- - - - _r - - - 1 -  -  -  -  -  -  .-'.I  1- --- 1 __ -- - 1  -1- - L -  -  -  -  _  _  _  _  -1 - - L _ 

I rClcll\.l:)clllclclll 1u11g;:,1 lcllll yctug UlUClll\.clll UlCll cll.cll:)clll l:)Cl:)Ucll uc11gcll1 LU�cll:) 

dan fungsmya 
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Paragraf 5 
l:SllJAl'-'l.T P�KLll'-'lJU l'-'l.TJ\l'-' MA� Y J\KJ\lV\ l 

Pasal 22 
Bidang Perhndungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 
(1 )  huruf e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan tekrus 
Bidang Perlmdungan Masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 23 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagarmana dimaksud pada Pasal 22, 
Bidang Perhndungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perhndungan 

Masyarakat , 
2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 

Perhndungan Masyarakat, 
3 Pengoordmasian penyelenggaraan kegiatan Bidang Perhndungan 

Masyarakat, 

Perhndungan Masyarakat, 
5 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan mstansi terkart 

dalam rangka pembmaan SATLINMAS, 

6 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Pasal 24 

Seksi Satuan Perhndungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 
3 ayat ( 1) huruf e angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun 
pedoman petunjuk tekrns dan melaksanakan pemberdayaan satuan 
perhndungan masyarakat dalam memehhara ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiap-siagaan dalam 

- - - - - - - ,_ - - ..1 - - - - - - -- - - ..1 - - - - -- - - - - - _l.JClH.,C!:;c:Ulc:Ul Uc:Ul c:UlL-c:Ulld.ll Ud.ll !:;c:Ul!:;gUc:Ul 

Pasal 25 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 24, 

Seksi Satuan Perlmdungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana kegiatan Satuan Perlmdungan Masyarakat, 

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrns Satuan Perhndungan 
Masyarakat, 

3 Pelaksanaan pendataan dan anahsa data potensi SATLINMAS, 
nPnvn c::nn�n 
r -- .., --- ------ 

petunjuk tekrus dan nrnc::Pilnr 
r-------- 

penyelenggaraan SATLINMAS, 

5 Pelaksanaan fasihtasi pemenuhan sarana dan prasaran SATLINMAS, 

6 Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS, 

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Pasal 26 

Seksi Saruan Penmgkatan Kapasitas Perimdungan Masyarakat senagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat (1 )  huruf e angka 2, dipimpm oleh seorang 

Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan 

mempunyai tugas menyusun pedoman, petunjuk tekms dan melaksanakan 
pembmaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam 

Pemngkatan Kapasrtas Perhndungan Masyarakat 

Pasal 27 

Dalam menyelenggarakan tugas 

Seksr Satuan Penmgkatan 

menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perungkatan 

Perlmdungan Masyarakat, 

2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrns Penmgkatan 

Kapasitas 

Kapasrtas 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, 

Kapasitas Perlmdungan Masyarakat 

T\_ 1 _ _, - - --  -  1' .f"  ,  __ ....._ 

r c1 uuu uugc:U1 lVld.l:> y c:U c:t.Kd.L, 

3 Pelaksanaan penghimpunan, Pengelolaan dan Penyediaan data potensr 

masyarakat dalam mendukung Penmgkatan Kapasitas Perlmdungan 

Masyarakat, 

4 Penyiapan bahan koordmasi dengan mstansi terkait dalam pelaksanaan 

pembmaan dan pengembangan potensi dan partsipasi masyarakat 

dalam Pernngkatan Kapasrtas Perhndungan Masyarakat, 

5 Penyiapan bahan dan Penyusunan laporan kegiatan pembmaan potensi 

dan penmgkatan partisipasi masyarakat dalam Pemehharaan 
T"'\_ - - - 1 - - L -  -  TT_ - -- --  L - -  T"\_ 1 - ...l  -  - - -  _  1' /f  - - 1 - - L  
rc11111gKd.Lc:U1 n..d.JJd.l:>lLd.l:> rc1uuuuugc:U1 1v1d.l:>Yc:Ud.Kd.L , 

6 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 28 
1 1 \  n _ ..J _  ""-L- -- --  T\ - 1 -  T'\ - - - - - -  T\  __ - - 1 - - - L  --1 1 - - - L  l _ T T - - L T"\ - 1 _ 1  f'T'\ _ l  _  
l  l  J  r  d.Ud. ud.LUc:Ul ruu;:,1 r c:UllUll� r l d.Jd. Ud.)Jd.L UlUCllLUl\. U llll. rClc:U\.l:>d.lld. l Cl\.llll:> 

(UPT) untuk melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/atau 

kegiatan tekms penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpm oleh kepala UPT 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan 

(3) Pengaturanlebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrus diatur dengan 
Peraturan Bu pan tersendm 



. ( 

- 13 - 

BAB IV 

ESE.LONiS..aSi, PE.NGA.N\i.l\AlA.N .UA.N .l:'.l:!,MISJ:!,J.<.H.1:!,.N 11A.N 

Bagian Kesatu 

Eselomsasr 

Pasal 29 

( 1 )  Kepala Satuan merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau 

Eselon lib, 
(2) Sekretans merupakan Jabatan Admmistrator atau Eselon Illa, 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmmstrator atau Eselon Illb, 
I A \ TT_ _ _ 1 _ {"'\ _ 1 _ _ ...] - - TT - - - 1 - C"\ _ 1- T'\ - � - - --- - - - - 1 - - - T - 1-. - L - - T\ - -- � - -- - - - L - 

\'"tJ I\..C_JJcUd. C,CK�l Ud.ll 1\..C_JJcUd. .:,uu Dd.�lclll lllCl U_JJd.KcUl vd.Ud.lclll rc11�c1.wc1.� d.ld.U 

Eselon IVa 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Satuan, Sekretans, 

Bagian diangkat dan 

Kepegawruan/Bupab 

Pasal 30 
Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub 

diberhentikan oleh Pejabat Pembina 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 

Kelompok J abatan Fungsional 

Pasal 3 1  

( 1 )  Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 
_ ..] ..._____  ....  - - - A.. - - L -  - L -  -  - -  - 1- - L  - -  - - - - -  - -  --- .. - -  - - -  -- 1 .. 1 -  1  ..  - L - - 1 - -  ..  L - --  ..J  ....  - - - - -  d.Ulllllll�U d.lUl d.ld.U }JCJd.Uc:tl }JCll�c:t Wet� JcUl� lllCllllllfi.1 fi.ClCl fi.clllclll UCll!;clll 

pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

membenkan pelayanan fungsional terkait mekamsme koordmasi dan 

pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

_p1111_p111a.i1 t.u1gg1 _p1ata.i11a sesua.i dengan b1da11g keahlia.i1 da.i1 

keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/atau 

dalam tun kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 

orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala dmas 

I r \  T"'\  _ _  ,  _ _  ......  r  - - -  -  _ _  ,  --- - -  ...]  .L.  - - -  ,  ,  'I" -- TT - _ _  1.__  - - -  - -  

\UJ rCJc:tUd.l lUU��lUllcU yc:tu� UllUllJUK �CUc:t�cU 11111 1\..ClJc:t �CUc:t�cUlllcUld. 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 

Kepaia Saruan 
(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 

b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 

tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 

perangkat daerah yang membidangi 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 

berbagai lata, belaka.i1g ko111petens1 ya.i1g ada pada 1.u11t 01ga.i11sas1 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 

pencapaian tujuan orgamsasi, 

( 10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekarusme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibenkan mlai Angka Kredrt 25°/o 

dan Angka Kredrt Kumulatif 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12j  T-ugas, Je111s dan Je11Ja.i1g jabatan fu.11gs1011al sebagaimana d1111aksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 

Jabatan Pelaksana 

Pasal 32 

(1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 

pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 

a Unit KeIJa yang masih mermhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 
1.._ T T - L  T T - - - - - - - -  .L ....1 _ 1 _  - - - - - 1 1 _  Y - 1 - - L - -  ,\ _ 1  s:  .,L  _ _  - 1 - - ..L - -  
U  UlHL n..tljcl Jcllll:; UUc::U:\. Ultlllllll\.l uclUclLclll nUUlllll.:>UclLUl' jclUclLclll 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 

bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiarr/ 
Bupati 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan 
n _ .._  n _ , _  n  n  _ _  _i _ ..._  _ ....1  n  ..._  _ _  T""'\  _ _  ..._  "- - - - - - - ...l  �  
0clLUclll ruu;:,1 rcllUUlll:; rlct.Jcl UlclLUl Utlll:;clll rtlclLUlclll DUI.JclU Ltl.:>tllUUl 
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BAB VI 

l A l A  1\..1:!,.KJA 

Pasal 33 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lmgkungan Satuan Pohsi 

Pamong Praja wajib menerapkan pnnsip koordmasi, mtegrasi, dan 

smkromsasi baik dr hngkungan masmg-masmg maupun antar satuan 

orgamsast di hngkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan mstansi 

lain di luar hngkungan Satuan Pohsi Pamong Praja sesuai dengan tugas 

masmg-masmg 

Pasal 34 

( 1 )  Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab memimpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 

petunjuk bagt pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 

dukuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 

pe1unda.i1g- utlda.i1ga.i1 

Pasal 35 

Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di lmgkungan Satuan Pohsi Pamong 

Praja wajib mengrkuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

kepada atasannya masmg-masmg dan menyampaikan laporan tepat pada 

waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 36 
(",. _ .L _ _ 1 - -- - -- - _ - - - -1 L - -- - - 1 -1- - _ _ 1_ - L - -1 -- - --'- -- L _ _'I _  _  -- - - 1_ - ..L 

0CUcl}J lcl}JUlclll Ycllll;; Ull.Clllllcl UlCll }JCJclUcll. cl.Ulllllll::>Ucll.Ul Uclll }JCJclUcll. 

pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 

laporan lebih lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Dengan berlakunya peraturan Bupati mi, pejabat yang menduduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 
1n1 

BAB VIII 

Pasal 38 
Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
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Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 2 1  T ah u n  2016 
tentang xecucuxan, Tugas .l-'01<01< dan Susunan Orgamsasi Perangkat 

Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 39 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
(""\ _ , _ ....._ _  -  
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2023 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 1 6  peb.,.,w.r, 

KAB 

2023 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NO MOR 

Salman Sesuai dengan ashnya 
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KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

lAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 24 TAHUN 2023 

TANGGAL 1 6  F€h·ue ]'l_ 2023 

STRUKTUR ORGANISASI 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

SATUAN POLIS! PAMONG PRAIA 

SEKRETARIAT 

BIDANG PENEGAKAN 

PERUNDANG UNDANGAN 

DAER AH 

SEKSI 

PENYELIDIKAN 

DAN PENYIDIKAN 

SEKSI PEMBINAAN, 

PENGAWASAN DAN 

PENYULUHAN 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

Bl DANG 

KETENTRAMAN DAN 

PENERTIBAN UMUM 

SEKSI 

OPERASIONAL 

DAN PENGENDALIAN 

SEKSI PENGAMANAN 

DAN KETERTIBAN 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB 

BAGIAN 

UMUM 

DAN 

KEUANGAN 

BIDANG PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

SEKSI 

SATUAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

SEKSI 

BINA POTENSI 

MASYARAKAT 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 


